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Menimbang

Mengingat

BENTUK UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk kelancaran pengiriman bantuan sosial
berupa kebutuhan  dasar ke lokasi bencana, perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah
Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah

Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 623);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
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10.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5677);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk
Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 723);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1125);
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11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan

Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1126);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI SOSIAL 14 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM
BENTUK UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor

14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam

Negeri Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 723) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan
kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai
dengan kedudukan dan kewenangannya, yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggungjawaban.

Dana Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang yang
diterima langsung Kementerian Sosial adalah dana
yang berasal dari masyarakat secara langsung
diterima oleh Kementerian Sosial dan
diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
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masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,
yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan
sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi
sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan
penyelenggaraan  kesejahteraan sosial  yang
dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Bantuan Sosial adalah  upaya  pemberian
pertolongan baik berupa uang dan/atau barang
kepada pihak yang membutuhkan, agar yang
bersangkutan mampu mempertahankan hidup,
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar serta
terlindunginya dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan
Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa
dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri,
yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah
mendapat manfaat secara langsung yang digunakan
untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau
diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik
Daerah.

Belanja Hibah adalah  setiap pengeluaran
Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa
dan/atau surat berharga kepada pemerintah
daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan
daerah, yang secara specific telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak



